BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan:

1. Subtansi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan
Sosial Berskala Besar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak memenuhi
syarat untuk dikatakan sebagai peraturan pelaksana pasal 60 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan
menyebutkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan
Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan
Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dengan Peraturan Pemerintah,
karena judul dari Peraturan Pemerintah tersbut bersifat khusus tidak sesuai
dengan apa yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018.

2. Implikasi hukum diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar
adalah kegiatan penduduk disuatu wilayah dibatasi seperti:

a. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
b. Kegiatan Keagamaan;
c. Kegiatan di tempat dan/atau fasilitas umum.
Kendala-kendala dalam penegakkan hukum yaitu kendala struktur,
kendala substansi, dan kendala kultur (budaya hokum).
a. Kendala struktur
Kendala struktur yang dimasud disini mencakup dua hal yaitu

kelembagaan hukum dan aparatur hukum.



b. Kendala Substansi
Kendala substansi sering dijumpai substansi hukum di Indonesia yang
bermasalah karena tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya, nilai-nilai
moral pancasila, maupun nilai universal. Sebagai contoh dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan
Kesehatan Pasal 60 yang menyebutkan Ketentuan lebih lanjut
mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina
Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala
Besar diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun dalam peraturan
pelaksananya hanya mengatur Kriteria pembatasan sosial berskala besar
secara khusus.

c. Kendala kultur (budaya hukum)
Dalam penegakkan hukum salah satu unsur yang penting adalah budaya
hukum. Budaya hukum ini sangat dipengaruhi oleh pengetahuan hukum
masyarakat. Untuk meningkatkan budaya sadar hukum bagi masyarakat
seharusnya sosialisai peraturan perundang-undangan harus dilakukan
secara intensif.

B. Saran
Berdasarkan  uraian  tersebut diatas maka penulis  dapat
merekomendasikan sebagai berikut:
1. Dalam Pembuatan Peraturan Pemerintah hendaknya mengacu pada
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan.



2. Implikasi hukum jika Peraturan Pemerintah tidak sesuai dengan Undang-
Undang yang diatasnya maka dapat di judicial review ke Mahkamah

Agung.
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